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1. Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1950 ten tang
Pembentukan Daerab-Daerab Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tabun 1950), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tabun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14Tahun 1950
ten tang Pembentukan Daerab-Daerab Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi~
Nomor 2851);

2. U.ndang-Undang Nomor 25 Tabun 2004 ten tang
Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Ne R b .
Indonesia Nomor 4421); gara epu lik

bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerab, Serta Tata Cara Peru bah an
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta ten tang
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2025;

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
SUPATIPURWAKARTA,

TENTANG
RENCANAKERJA PERANGKATDAERAH
KASUPATENPURWAKARTATAHUN2025

PERATURANSUPATIPURWAKARTA
NOMOR~0TAHUN2024

SUPATIPURWAKARTA
PROVINSIJAWASARAT

"

Mengingat

Menimbang
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3. Undnng-Undeng Nomor 17 Tnhun 2007 tcntang
tcntang R 'neuna Pembungunon -Jungka Pnnjang
(RPJP) Nosional 'rnhun 2005·2025 [Lembaran
Negara ,Republik Indonesia Tnhun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negaro Republik Indonesia
Nomor 4700);

4. Undnng-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tarnbahan
Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor
4725), sebagairnana tcluh diubah beberapa kali,
terakhir dcngan Undnng-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pcngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tcntang Cipta Kcrja menjadi Undang-Undang
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 ten tang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ten tang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
193, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten tang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

8. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
ten tang Perubahan at as Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
ten tang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6633);

NegnrnRepubllk Indonesia Tnhun 202.3Nomor 4~,
Tnmbnhun Lernburnn Negnra Republik Indone~na
Nomor 6856);

9. Peruturan Pernerintah Ncrnor 8 Tahun 2008
rcntang Tahnpan Tata Carn Pcnyusunan
Pcngendalinn Dan EvaluasI Pelaksanaan Renc~a
Pcmbangunan Daerah (Lcrnb,unn Negaru Rcpublik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lernburan Negara Republik Indonesia Nornor
4817);

10. Pcraturan Pernerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48) sebagairnana telah diubah dengan
Peraturan Pernerintah Nomor 13 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008 ten tang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
ten tang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
ten tang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

r
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16. Pcraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tcntang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Bcrkelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

17. Pcraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 t.cntang
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 202] Nomor 172);

18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
Nasional;

20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

22. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);

24. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 70 Tahun
2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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sebagai unsur
yang memimpin
yang menjadi

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati

Penyelenggara Pemerintahan Daerah
pelaksanaan urusan pemerintahan
kewenangan Daerah Otonom;

3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerab
Kabupaten Purwakarta;

5. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses
untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan
pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di
Daerah;

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode
3 (tiga) tahun;

Pasal1

BABI
KETENTUANUMUM

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG
RENCANAKERJA PERANGKATDAERAHKABUPATEN
PURWAKARTATAHUN2025

MEMUTUSKAN:

Tnhun 2016 ten tang pc.rnbentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun
2024 Nornor 1);

36. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 ;:~
2023 tentang Rencana Pembangunan
(RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun
2023 Nomor 66);

37. Peraturan Bupati Purwakarta Nom~rtab36;~~
2024 tentang Rencana Kerja Pemenn a.
Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 (Benta
Daerah Kabupaten PurWakarta Tabun 2024
Nomor 36);

Menetapkan
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Pasal4

(1) Sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun
2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

BAB III

SISTEMATlKARENJA PERANGKATDAERAH

Pasal3
Tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
yaitu:
a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun

2024-2026;
b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan

daerah, yang berpedoman pada RPD dan RKPD;
c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi

perencanaan dan penganggaran pembangunan antar
sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan
pemerintahan;

d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja
perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator
program yang telah ditetapkan;

Pasal2
Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam
menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil
kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian
target indikator program yang telah ditetapkan.

BABII
MAKSUDDANTUJUAN

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun;

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.
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Pasa!5

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana
dimaksud pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Rumah Sakit 8ayu Asih;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
5. Dines Perumahan dan Kawasan Pennukiman;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Badan PenangguJangan Bencana Daerah;
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelarnatan;

(2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertuang pada masing-masing Renja Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta.

3.1 Telaahan tcrhadap Kcbijakan Na sional

3.2 Tujuan dan sasaran Rcnja Pcrangkat
Daerah

3.3 Program dan Kcgiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANMN
PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAH II

1.3 Mol~HUddnu 'Juju III

1.4 ,II lr-matlk I' nul rut

BASIL ~VMJUt\l: I J J~Ndt\ J'll) A I( I 1\'1

[ AEI~AII TAJIUN Ll\L '
2.1 Evuluuui plnJrHlllIlI'" I' I I~ I'J!ln~~1

Dacrah Tuhlltl Lulu dllM : 'j} I I

H snstru l'cwtlp.knf' OLIn 111
, j fJ Jj '"I til I' r ., HI~nt2.2 Anulisis filler H ern

Dueruh
2.3 Isu-isu PCJ1tlu~ PCIIY ltl1m~1111II11l IJ IJH:t

dan Fungsi Pcnwgl(lIt DIU" 1111
2.4 Revi w rorhudup 1,~lIn('nlJgllnAWlIll<KPO

2.5 Pcnclnahun Vuulu!) "rog nrn rtnn
Kegiatun Musyurukul

BAB III TUJUAN DAN SASAt~AN Pl~RANGKAT

DAERAH
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9. Dina Sosial Pemberdayaan P rempuan dan Perlindung nAnak;

10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
11. Dinas Pangan dan Pertanian;
12.Dinas Lingkungan Hidup;

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
16.Dinas Perhubungan;

17.Dinas Komunikasi dan Informatika;

18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan
dan Perindustrian;

19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu;

20. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan
Kebudayaan;

21. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
22. Dinas Perikanan dan Peternakan;
23. Sekretariat Daerah;

24. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

25. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah;

26. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
27. Badan Pendapatan Daerah;

d Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya28. Ba an
Manusia;

29. Inspektorat;

K amatan Jatiluhur;30. ec .
K amatan Sukasan;31. ec .

t Maniis;32. Kecama an
Tegalwaru;33. Kecamatan .

34. Kecamatan Plered; .
tan Sukalam;35. Kccama .
t, n Darangdan,36. Kecama a . .

alan BOJong,37 K cam
. Wanayasa;
8 KecamRtan

3 . . Kiarapedes;
9 KecOIIlatun .

3 . Pasawahan,Kccamnlafl
40. pondoksaJam;

J{J Cfun(ltan
41. . Purw iknrta:

K malan
42. OabUk(ln Cikno;
4;1. K 'cuJOoton
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KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMORSC,

SEKR J\RIS DAERAH
KABUPAT jPURWAKARTA,

Diundangkan di Purwakarta
pada tangga130 5ul; Jc2.y

J t fY BENN IRWAN

Ditetapkan di Purwakarta 1
' pada tanggal 30 5uli 202.4

N I Pj. BUPATIP RWAKARTA,

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

BABIV

KETENTUANPENUTUP

Pasa16

Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila terjadi
Peru bah an RKPDKabupaten Purwakarta

44. Kecarnatan Campaka;
45. Kecarnatan Cibatu;
46. Kecamatan Bungursari;
47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
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